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ABSTRACT

Urban fringe areas often become areas of urban expansion characterized by
unequal access to public facilities, one of which is education. This research
aims to understand the dynamics of space production in spatial planning in
Makassar that contribute to the absence of schools in urban fringe areas. Using
a critical ethnographic approach, this research combines semi-structured
interviews, participatory observation, and spatial document analysis. Results
show that the dominance of economic interests and investment logic in spatial
planning leads to the marginalization of basic social needs such as education.
Residents reacted through resistance strategies such as informal classes and
community solidarity, but still faced structural limitations. This research
recommends the need for spatial planning that is responsive, inclusive and
oriented towards social justice.

ABSTRAK

Wilayah urban fringe kerap menjadi area ekspansi perkotaan yang diwarnai
oleh ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, salah satunya adalah
pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika produksi ruang
dalam perencanaan tata ruang di Makassar yang berkontribusi terhadap
absennya sekolah di wilayah urban fringe. Dengan menggunakan pendekatan
etnografi kritis, penelitian ini menggabungkan wawancara semi-terstruktur,
observasi partisipatif, dan analisis dokumen tata ruang. Hasil menunjukkan
bahwa dominasi kepentingan ekonomi dan logika investasi dalam perencanaan
ruang menyebabkan terpinggirkannya kebutuhan seperti
pendidikan. Warga bereaksi melalui strategi resistensi seperti kelas informal
dan solidaritas komunitas, namun tetap menghadapi keterbatasan struktural.

sosial dasar

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan ruang yang responsif,
inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

terutama sekolah dasar, yang seharusnya menjadi

Perkembangan pesat wilayah pinggiran kota,
yang dikenal sebagai urban fringe, membawa
dinamika ruang yang kompleks dan penuh
ketegangan. Wilayah ini tidak hanya menjadi area
ekspansi fisik kota, tetapi juga menjadi medan
pertarungan antara berbagai kepentingan sosial,
ekonomi, dan politik yang menentukan siapa yang
berhak menikmati ruang dan fasilitas publik (Cozza,
2023; Gallent et al., 2004). Salah satu isu mendasar
yang sering terabaikan dalam perencanaan ruang di
urban fringe adalah absennya fasilitas pendidikan,

hak dasar setiap warga (Al-Sabbagh, 2022; Huang
et al, 2022). Fenomena tidak hanya
memperlihatkan ketimpangan distribusi fasilitas
publik, tetapi juga mengungkapkan bagaimana
produksi ruang di kota-kota seperti Makassar kerap
mengabaikan kebutuhan sosial yang vital demi
logika ekonomi dan birokrasi (Liborio et al., 2024;
Wu & Liu, 2022).

Henri Lefebvre dalam teorinya tentang The

ini

Production of Space menjelaskan bahwa ruang
bukanlah entitas netral yang sekadar fisik,
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melainkan merupakan produk dari relasi kekuasaan,
ideologi, dan praktik sosial (Batuman, 2019;
Rutanen, 2017). Di urban fringe Makassar, ruang
yang diproduksi sering kali merupakan ruang
abstrak yang dikendalikan oleh kepentingan

pemerintah dan pengembang properti (Surya, 2015).

Hal ini menghasilkan ruang yang indah secara fisik,
namun cacat secara sosial perumahan tumbuh pesat
tanpa diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang
memadai (Ramond & Oberti, 2022). Sebagaimana
dikisahkan oleh Ibu Rahmi, seorang warga yang
sudah menetap selama delapan tahun, “Anak saya
harus menempuh perjalanan hingga 7 kilometer
naik motor untuk ke sekolah, padahal waktu kami
pindah dijanjikan akan ada sekolah dekat sini.”
Ucapan ini mencerminkan ketimpangan yang
terjadi: ruang hunian telah hadir, tetapi fungsi sosial
ruang seperti pendidikan justru hilang dari peta
kebutuhan warga (Shakeri & Arjmand, 2019).

Kondisi ini juga merupakan manifestasi dari
dinamika pusat-pinggiran dalam proses urbanisasi
(Kalfas et al., 2024). Ketika harga lahan di pusat
kota Makassar terus meningkat, masyarakat
berpendapatan rendah terdorong untuk tinggal di
wilayah pinggiran yang kerap kali kurang
diperhatikan dalam hal penyediaan fasilitas sosial
(Andini et al., 2023). Lefebvre menyebut ini
sebagai ruang abstrak yang diproduksi berdasarkan
logika ekonomi dan geometris, bukan berdasarkan
kebutuhan sosial riil (Koch, 2018). Sekolah,
sebagai institusi pembentuk habitus dan modal
sosial (Bourdieu), menjadi korban pengabaian
karena tidak dianggap memberikan keuntungan
ekonomi langsung bagi pengembang atau
pemerintah daerah (Barrett & Martina, 2012).

Lebih jauh, proses perencanaan ruang di urban
fringe menunjukkan dominasi kekuasaan yang
tersusun rapi antara pemerintah daerah sebagai
pembuat kebijakan dan pengembang properti
sebagai pelaku ekonomi utama. Pemerintah daerah
melalui dokumen seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) memegang kendali formal,
namun sering kali lebih memprioritaskan target
pembangunan ekonomi dan investasi daripada
kebutuhan sosial warga (Burhanuddin et al., 2024;
Mulya et al., 2022). Pak Jaya, pegawai dinas tata
ruang, mengakui, “Kami mengikuti target pusat dan
kebutuhan investasi. Fasilitas sosial seperti sekolah
sulit diakomodasi karena anggaran dan prioritas
yang terbatas.” Di sisi lain, pengembang properti
mengutamakan pembangunan rumah dan akses
jalan yang cepat terjual, sementara fasilitas
pendidikan diserahkan kepada pemerintah tanpa
kepastian realisasi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu

Dina, pengembang lokal, yang mengatakan,
“Fasilitas seperti sekolah penting, tapi pembeli dan
investor fokus pada rumah dan jalan dulu.” Kondisi
ini membuat sekolah berada pada posisi marginal
dalam proses produksi ruang di urban fringe (Banu
& Fazal, 2016).

Masyarakat lokal sebagai pengguna ruang yang
utama seringkali terpinggirkan dalam proses
perencanaan. Mereka menggunakan  strategi
infrapolitik (James C. Scott) berupa perlawanan
tersembunyi dan adaptasi informal untuk mengisi
kekosongan yang ada, seperti membuka kelas
belajar di rumah atau balai desa (Marshall et al.,
2014; Zanudin et al., 2019). Pak Arif, mantan guru
dan relawan pendidikan, menyatakan, “Kami buat
kelas sore di balai RT, tapi itu tidak bisa
menggantikan  sekolah  formal.” Praktik ini
menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha
bertahan meski menghadapi ketidakadilan dalam
produksi ruang yang tidak inklusif.

Perbedaan akses pendidikan antara pusat kota
dan urban fringe semakin menguatkan ketimpangan
sosial. Di pusat kota Makassar, fasilitas pendidikan
tersedia lebih lengkap dan mudah diakses,
sementara di pinggiran kota fasilitas tersebut sangat
terbatas (Mateo-Doll & Aghezzaf, 2025). Hal ini
menimbulkan hambatan fisik dan sosial bagi anak-
anak pinggiran untuk mengakses pendidikan
berkualitas. Pak Budi, warga urban fringe,
menyampaikan, “Sekolah di pusat kota dekat dan
lengkap, tapi anak saya harus berangkat pagi-pagi
dan perjalanan jauh ke sekolah.” Ketimpangan ini
diperparah oleh perbedaan modal sosial yang
dimiliki keluarga, di mana keluarga yang lebih
mampu dapat memanfaatkan jaringan dan sumber
daya untuk akses pendidikan, sedangkan keluarga
miskin terjebak dalam keterbatasan (Ashtiani &
Feliciano, 2018; Ni & Gao, 2025).

Dokumen perencanaan tata ruang seringkali
menggambarkan ruang pendidikan secara formal
dan normatif, namun realisasi di lapangan jauh dari
ideal. Sekolah di peta perencanaan ada, tetapi
pembangunan dan pengelolaannya terhambat oleh
keterbatasan anggaran dan kurangnya komitmen
(Norton, 2005). Pak Rahmat, perencana kota,
menyatakan, “Sekolah sudah dialokasikan sesuai
standar, tapi pengawasan dan realisasi di lapangan
yang sering bermasalah.” Ini memperlihatkan jarak
antara ruang terencana yang bersifat abstrak dengan
ruang yang dialami masyarakat sehari-hari.

Absennya sekolah dalam kehidupan warga
urban fringe tidak hanya berdampak pada akses
pendidikan, tetapi juga ~menimbulkan rasa
keterasingan, ketidakadilan, dan marginalisasi
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sosial (Dréger et al., 2024; Miller et al., 2008).
Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh yang
berisiko, dan keluarga terpaksa mencari alternatif
pendidikan informal yang jauh dari ideal. Pak Hadi,
seorang ayah, menyebutkan, “Kami merasa seperti
warga kelas dua, hak anak kami tidak sama dengan
anak-anak di  kota.”  Ketidaksetaraan  ini
menciptakan lingkaran ketidakberdayaan yang sulit
diputuskan tanpa intervensi kebijakan yang serius
(Prahmana et al., 2021; Sari et al., 2024).

Resistensi warga terhadap ketiadaan fasilitas
pendidikan muncul dalam bentuk pembentukan
ruang belajar alternatif secara mandiri, advokasi
informal, dan solidaritas komunitas. Bu Wati,
relawan  pendidikan, menyampaikan, “Kami
mengadakan kelas belajar di rumah karena sekolah
jauh dan sulit dijangkau.” Strategi ini adalah
manifestasi dari kekuatan modal sosial dan
solidaritas, namun tetap saja bukan solusi yang
cukup untuk mengatasi ketimpangan sistemik
(Baldridge et al., 2017; Dolan, 2020).

Ruang informal ini menjadi respons nyata atas
kekosongan infrastruktur pendidikan, sekaligus
wujud ketahanan sosial warga di tengah
ketidakadilan spasial. Namun, ruang belajar
informal ini tidak memiliki legitimasi dan sumber
daya yang memadai, sehingga kualitas dan
kesinambungannya tetap menjadi persoalan (Salih
et al., 2024; Yau et al., 2023). Pak Joko, guru
sukarelawan, menegaskan, “Tanpa dukungan resmi,
hasilnya tidak maksimal dan ini bukan solusi
jangka panjang.”

Modal sosial berperan krusial dalam membuka
akses pendidikan di wurban fringe. Jaringan
hubungan sosial, solidaritas, dan gotong-royong
antarwarga menjadi modal penting untuk mengatasi
keterbatasan fasilitas formal (Fuller, 2014;
Kilpatrick et al., 2010). Bu Ani, ibu rumah tangga,
mengatakan, “Kami saling membantu mengajar dan
berbagi informasi tentang beasiswa dan sekolah.”
Namun, modal sosial ini juga memperlihatkan
ketimpangan, karena tidak semua keluarga
memiliki jaringan yang kuat untuk mengakses
peluang tersebut.

Tokoh masyarakat dan pemimpin lokal
memainkan peran ambivalen dalam isu pendidikan.
Mereka bisa menjadi advokat penting yang
menyuarakan kebutuhan warga, atau sebaliknya
menjadi alat pembungkam yang menjaga status quo
demi kepentingan politik atau patronase. Pak Hasan,
kepala lingkungan, menyatakan, ‘“Kami terus
berjuang, tapi hasilnya lambat.” Sementara
beberapa warga mengaku diminta diam agar tidak
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mengganggu hubungan dengan pemerintah (Deggs
& Miller, 2013; Newman et al., 2012).

Secara  simbolik, absennya  pendidikan
merupakan kekerasan simbolik yang mengukuhkan
posisi subordinat warga urban fringe dalam hierarki
sosial dan politik. Narasi pembangunan yang hanya
fokus pada aspek ekonomi dan fisik mengabaikan
hak dasar pendidikan, menimbulkan eksklusi
simbolik bagi warga miskin yang merasa tidak
layak mendapat pendidikan berkualitas (Croizet et
al., 2017; Ergin et al., 2019).

Proses pewarisan habitus pendidikan dalam
keluarga tetap terjadi di tengah absennya sekolah
formal, dengan keluarga berperan sebagai agen
pendidikan utama melalui pengajaran informal dan
penanaman nilai. Namun, keterbatasan sumber daya
dan lingkungan yang tidak kondusif menjadi
tantangan besar bagi pembentukan habitus tersebut
(Kuru Cetin & Taskin, 2016; Niklas et al., 2016).

Warga urban fringe menyadari hak mereka
untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kapasitas
untuk menuntut keadilan sering terbatas oleh modal
sosial dan hambatan struktural. Strategi infrapolitik
seperti advokasi kecil-kecilan dan pembelajaran
komunitas menjadi jalan bertahan yang utama
(Danley & Rubin, 2020; Morgan, 2022).

Distribusi infrastruktur pendidikan di Makassar
mencerminkan ketidakadilan spasial yang nyata, di
mana urban fringe menerima fasilitas pendidikan
yang jauh lebih terbatas dibandingkan pusat kota.
Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan
perencanaan ruang yang lebih inklusif dan responsif,
yang mengintegrasikan kebutuhan sosial warga dan
mengedepankan keadilan dalam pembangunan
fasilitas publik (Akil et al., 2020; MacDonald et al.,
2024).

2. Tinjauan Literatur

Metodologi penelitian ini dirancang untuk
mengkaji secara mendalam dinamika perencanaan
tata ruang dan absennya fasilitas pendidikan di
wilayah urban fringe Kota Makassar. Desain
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan etnografi kritis, yang memungkinkan
peneliti memahami proses sosial, relasi kekuasaan,
dan makna yang terbentuk dalam praktik produksi
ruang dan pendidikan di lapisan masyarakat yang
termarjinalkan. Pendekatan ini juga memungkinkan
eksplorasi narasi warga secara kontekstual dan
holistik, yang menjadi fokus utama dalam
penelitian ini.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di
wilayah urban fringe Kota Makassar, area yang

mengalami perkembangan pesat namun
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menunjukkan ketimpangan nyata dalam penyediaan
fasilitas pendidikan dasar. Pemilihan lokasi ini
mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi,
keterbatasan infrastruktur, serta relevansi dengan
fokus penelitian terhadap produksi ruang dan akses
pendidikan di pinggiran kota.

Objek penelitian meliputi berbagai aktor dan
fenomena yang terkait dengan produksi ruang
pendidikan di urban fringe, yaitu pemerintah daerah
sebagai pembuat kebijakan tata ruang, pengembang
properti, masyarakat lokal sebagai pengguna ruang,
serta lembaga non-pemerintah yang berperan dalam
pendidikan  alternatif. Objek juga mencakup
dokumen perencanaan tata ruang serta praktik
informal warga dalam mengatasi absennya sekolah.

Epistemologi  penelitian ini mengadopsi
paradigma konstruktivis sosial, yang memandang
realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk
melalui interaksi, persepsi, dan praktik sosial.
Paradigma ini sesuai dengan tujuan memahami
bagaimana ruang dan pendidikan dimaknai dan
diproduksi oleh berbagai aktor dalam konteks
kekuasaan dan ketidaksetaraan spasial di urban
fringe. Penelitian ini menempatkan subjek sebagai
agen aktif yang membentuk dan dipengaruhi oleh
struktur sosial dan ruang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa
metode utama yang saling melengkapi. Pertama,
wawancara semi-terstruktur menjadi metode utama
untuk menggali perspektif, pengalaman, dan narasi
aktor-aktor kunci seperti pejabat dinas tata ruang,
pengembang, tokoh masyarakat, serta warga lokal.
Wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi
peneliti untuk mengeksplorasi isu secara mendalam
sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian.
Contoh  pertanyaan diarahkan pada proses
pengambilan keputusan perencanaan, pengalaman
warga terkait akses pendidikan, dan strategi
adaptasi terhadap ketimpangan ruang.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk
merekam  praktik-praktik sosial dan kondisi
lapangan secara langsung, seperti bagaimana warga
mengorganisasi pendidikan informal, interaksi
antarwarga dalam komunitas, dan realisasi fisik tata
ruang di lapangan. Observasi ini memperkaya data
dengan konteks empiris yang autentik dan
mendukung verifikasi temuan dari wawancara dan
dokumen.

Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap
berbagai dokumen perencanaan tata ruang resmi
seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
kebijakan pembangunan daerah, dan peta zonasi
yang menggambarkan alokasi ruang pendidikan.
Analisis dokumen ini berfungsi untuk memahami

representasi formal ruang pendidikan dalam
perencanaan serta gap antara dokumen dan praktik
nyata di lapangan.

Analisis data mengikuti prosedur koding
tematik dengan pendekatan induktif dan deduktif.
Data wawancara, hasil observasi, dan dokumen
dianalisis secara komprehensif untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan
dengan produksi ruang, distribusi fasilitas
pendidikan, dan strategi warga dalam mengatasi
absennya sekolah. Proses analisis menekankan
triangulasi data untuk memastikan validitas dan
kredibilitas temuan. Narasi hasil analisis dibangun
secara sistematis dengan mengintegrasikan teori-
teori sosial yang relevan untuk mendukung
interpretasi.

Sebagai  kerangka  teoretis  pendukung,
penelitian ini menggunakan teori produksi ruang
dari Henri Lefebvre untuk memahami bagaimana
ruang dihasilkan oleh relasi kekuasaan dan ideologi
dalam konteks perencanaan kota. Selain itu, teori
modal sosial dan kekerasan simbolik dari Pierre
Bourdieu digunakan untuk mengkaji bagaimana
akses pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial
dan simbolik dalam masyarakat. Konsep keadilan
spasial dari David Harvey menjadi landasan analisis
ketimpangan distribusi fasilitas publik. Pendekatan
infrapolitik ~ James C.  Scott  membantu
menginterpretasi  bentuk-bentuk resistensi dan
adaptasi warga terhadap dominasi ruang yang tidak
adil.

Tujuan metodologis penelitian ini adalah untuk
menghasilkan pemahaman yang mendalam dan
kontekstual mengenai produksi ruang pendidikan di
urban fringe serta implikasinya terhadap keadilan
sosial dan pendidikan. Metode yang dipilih
bertujuan untuk menangkap kompleksitas hubungan
antara kebijakan, praktik pembangunan, dan
pengalaman warga, sekaligus memberikan basis
empiris yang kuat bagi rekomendasi kebijakan yang
inklusif dan responsif. Dengan desain ini, penelitian
mampu mengintegrasikan perspektif multi-aktor
dan menyajikan gambaran komprehensif mengenai
fenomena yang diteliti.

3. Metode

Penelitian ini mengkaji fenomena absennya
fasilitas pendidikan, khususnya sekolah dasar,
dalam konteks produksi ruang di wilayah urban
fringe Kota Makassar. Berdasarkan teori produksi
ruang Henri Lefebvre, modal sosial dan kekerasan
simbolik Pierre Bourdieu, keadilan spasial David
Harvey, serta konsep infrapolitik James C. Scott,
penelitian menemukan berbagai aspek krusial yang
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menggambarkan ketimpangan dan resistensi sosial
di wilayah tersebut.
1) Produksi Ruang Urban  Fringe dan

Marginalisasi Pendidikan

Ruang di wurban fringe Kota Makassar
diproduksi bukan hanya oleh kebijakan dan tata
ruang formal, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi
dan  kekuasaan yang dominan. Lefebvre
menegaskan bahwa ruang adalah hasil relasi
kekuasaan, bukan semata fisik. Temuan lapangan
menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di
wilayah ini berlangsung pesat, namun fasilitas
pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dasar
seringkali tidak diikutsertakan dalam proses
perencanaan dan pembangunan.

Wawancara dengan Ibu Rahmi
mengungkapkan bahwa meskipun janji akan
dibangun sekolah sudah disampaikan saat pindah ke
kawasan tersebut, kenyataannya sekolah tersebut
belum terealisasi sehingga anak-anak harus
menempuh jarak jauh ke sekolah di desa lain.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa produksi
ruang di urban fringe masih mengabaikan
kebutuhan pendidikan, memperkuat pandangan
bahwa ruang dihasilkan berdasarkan logika
ekonomis dan birokratis yang mengecualikan aspek
sosial penting.

2) Peran Pemerintah dan Pengembang dalam

Ketimpangan Tata Ruang

Hasil analisis dokumen dan wawancara dengan
pejabat dinas tata ruang serta pengembang properti
memperlihatkan dominasi aktor-aktor ini dalam
proses produksi ruang. Pemerintah daerah lebih
menitikberatkan pada target pembangunan ekonomi
dan investasi, sedangkan pengembang fokus pada
pembangunan perumahan dan akses jalan yang
cepat terjual.

Pak Jaya, pegawai dinas tata ruang,
menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan
prioritas pembangunan membuat fasilitas sosial
seperti sekolah sulit diakomodasi. Ibu Dina,
pengembang properti, mengungkapkan bahwa
fasilitas tambahan seperti sekolah biasanya
diserahkan kepada pemerintah daerah, yang
seringkali tidak terealisasi secara memadai. Hal ini
menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab
yang tidak seimbang dan berkontribusi pada
marginalisasi pendidikan di urban fringe.

3) Kesenjangan Akses Pendidikan antara Pusat
Kota dan Urban Fringe
Perbedaan nyata antara akses pendidikan di
pusat kota dan wurban fringe muncul dalam
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wawancara dengan warga. Pak Budi menyampaikan
bahwa fasilitas pendidikan di pusat kota lengkap
dan mudah dijangkau, sementara di urban fringe
anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dengan
kondisi transportasi yang tidak memadai.

Bourdieu menekankan bahwa modal sosial
berperan penting dalam mengakses pendidikan.
Anak-anak di pusat kota dengan modal sosial dan
ekonomi yang lebih besar cenderung memperoleh
pendidikan yang berkualitas, sedangkan anak-anak
di urban fringe sering menghadapi hambatan
struktural. Kondisi ini menegaskan bahwa
ketimpangan pendidikan bukan sekadar soal jarak
fisik, tetapi juga soal distribusi modal sosial yang
tidak merata.

4) Ketiadaan Sekolah sebagai Bentuk Kekerasan

Simbolik

Absennya fasilitas pendidikan di urban fringe
tidak hanya berdampak pada akses fisik, tetapi juga
menciptakan kekerasan simbolik yang memperkuat
marginalisasi sosial. Warga merasa diabaikan dan
diposisikan sebagai warga kelas dua yang haknya
tidak sama dengan warga pusat kota.

Bu Nani, seorang ibu warga urban fringe,
menyampaikan bahwa harapan mereka untuk
mendapatkan sekolah dekat tempat tinggal terus
ditunda, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan
keterasingan. David Harvey menyatakan bahwa
ketidakadilan spasial seperti ini mereproduksi
dominasi kelas dan memperkuat hierarki sosial
yang eksklusif.

5) Strategi Resistensi dan Adaptasi Warga melalui

Infrapolitik

Meskipun menghadapi ketidakadilan, warga
urban fringe tidak pasif. James C. Scott
menyebutkan bahwa warga yang termarjinalkan
menggunakan  strategi  infrapolitik  berupa
perlawanan tersembunyi dan adaptasi kreatif.

Temuan di lapangan menunjukkan warga
menginisiasi kelas belajar informal di rumah atau
balai desa untuk mengisi kekosongan pendidikan
formal. Pak Arif, relawan pendidikan, menjelaskan
bahwa kelas sore yang mereka buka tidak
menggantikan sekolah, tetapi setidaknya menjadi
solusi sementara yang membantu anak-anak tetap
belajar. Praktik ini memperlihatkan modal sosial
dan solidaritas warga sebagai modal utama dalam
bertahan dan berjuang menghadapi ketimpangan.
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6) Modal Sosial sebagai Kunci Akses dan

Solidaritas Pendidikan

Jaringan sosial antarwarga memainkan peran
vital dalam mengatasi hambatan pendidikan di
urban fringe. Modal sosial menurut Bourdieu
memungkinkan warga saling membantu, berbagi
informasi, dan mengorganisir alternatif pendidikan
nonformal.

Bu Ani bercerita bahwa mereka saling
bergotong-royong mengajar anak-anak dan berbagi
informasi tentang beasiswa atau sekolah swasta.
Namun, ketimpangan internal dalam modal sosial
juga ditemukan, di mana keluarga dengan jaringan
yang kurang kuat mengalami kesulitan mengakses
peluang pendidikan. Kondisi ini menandai adanya
reproduksi ketidaksetaraan melalui modal sosial itu
sendiri.

7) Kebutuhan Perencanaan yang Inklusif dan

Responsif

Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan
perencanaan tata ruang yang lebih inklusif, yang
tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi,
tetapi juga pada kebutuhan sosial warga, terutama
pendidikan.

Dokumen tata ruang formal yang idealis sering
tidak mencerminkan kebutuhan nyata warga di
lapangan,  sehingga  implementasi  fasilitas
pendidikan  terhambat. Penguatan partisipasi
masyarakat, transparansi dalam pengambilan
keputusan, dan integrasi kebijakan sosial-ekonomi
dalam perencanaan kota menjadi kunci untuk
mengatasi ketimpangan ini.

Diskusi ini menunjukkan bahwa produksi
ruang di urban fringe Kota Makassar merupakan
proses yang sarat dengan konflik kepentingan dan
ketidakadilan spasial. Pendidikan sebagai hak dasar
warga menjadi korban marginalisasi akibat
dominasi kepentingan ekonomi dan birokrasi yang
kurang responsif terhadap kebutuhan sosial.
Strategi resistensi warga yang bersifat infrapolitik
memperlihatkan ~ kreativitas  dan  solidaritas
komunitas dalam menghadapi ketidakadilan,
meskipun solusi informal ini belum mampu
menggantikan peran sekolah formal secara penuh.

Keterbatasan modal sosial warga turut
mempengaruhi kemampuan mereka mengakses
pendidikan, yang pada gilirannya mereproduksi
siklus ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya
perencanaan ruang yang inklusif harus melibatkan
pengakuan terhadap hak pendidikan, partisipasi
aktif warga, serta integrasi kebijakan sosial dan
ekonomi yang berkeadilan.

Pemahaman multidimensi tentang produksi
ruang dan pendidikan ini memberikan dasar empiris
dan teoretis yang kuat untuk rekomendasi kebijakan
yang Dberorientasi pada keadilan sosial dan
pembangunan berkelanjutan di wilayah urban
fringe, khususnya di Kota Makassar.

4. Hasil dan Diskusi

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa
produksi ruang di wilayah urban fringe Kota
Makassar berlangsung dalam kerangka relasi
kekuasaan yang dominan antara pemerintah daerah,
pengembang properti, dan masyarakat lokal yang
termarjinalkan. Berdasarkan teori Henri Lefebvre
tentang The Production of Space, ruang bukan
hanya produk fisik melainkan arena pertarungan
ideologi dan kepentingan yang menentukan siapa
yang memiliki akses dan hak di dalamnya. Dalam
konteks urban fringe, pendidikan sebagai hak sosial
dasar sering kali menjadi korban pengabaian dalam
proses produksi ruang, yang lebih mengedepankan
aspek ekonomi dan investasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa
pertama, absennya fasilitas pendidikan di wilayah
urban fringe merupakan manifestasi nyata dari
ketimpangan keadilan spasial (David Harvey), di
mana distribusi fasilitas publik tidak merata dan
cenderung meminggirkan warga pinggiran. Sekolah
yang dijanjikan kepada warga tidak terealisasi,
sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh
dan menghadapi risiko serta hambatan yang
signifikan untuk memperoleh pendidikan. Kedua,
struktur kekuasaan yang terjalin antara pemerintah
daerah  dan  pengembang  properti  lebih
mengutamakan target pembangunan ekonomi
dibanding kebutuhan sosial, sehingga keberadaan
fasilitas pendidikan tidak menjadi prioritas utama
dalam perencanaan tata ruang. Ketiga, masyarakat
lokal menggunakan strategi infrapolitik (James C.
Scott) berupa pembentukan ruang pendidikan
informal dan advokasi komunitas sebagai bentuk
perlawanan dan adaptasi terhadap marginalisasi
sistemik yang mereka alami.

Lebih jauh, penelitian menggarisbawahi peran
modal sosial dan kekerasan simbolik Pierre
Bourdieu  dalam  memperjelas ~ bagaimana
ketimpangan akses pendidikan tidak hanya bersifat
fisik, tetapi juga simbolik dan sosial. Modal sosial
yang dimiliki warga sangat menentukan
kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan
dan bertahan dalam kondisi keterbatasan, sementara
kekerasan simbolik melalui pengabaian fasilitas
pendidikan menegaskan posisi subordinat warga
urban fringe dalam struktur sosial. Hal ini turut
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memperkuat siklus marginalisasi dan reproduksi
ketidaksetaraan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa perencanaan tata ruang
yang eksklusif dan berorientasi ekonomi tidak
mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat
urban fringe, khususnya dalam hal akses
pendidikan. Pendekatan perencanaan yang inklusif
dan  partisipatif ~ sangat  diperlukan  untuk
memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat
terpenuhi  secara adil dan merata. Integrasi
kebijakan  sosial-ekonomi dan  peningkatan
partisipasi warga dalam proses perencanaan
menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan
membangun ruang perkotaan yang berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting
dalam memperluas pemahaman tentang hubungan
antara produksi ruang dan pendidikan dalam
konteks urbanisasi perkotaan, serta menegaskan
urgensi memperjuangkan keadilan spasial melalui
intervensi kebijakan yang lebih responsif dan
inklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan
pengembang perlu mengintegrasikan fasilitas
pendidikan secara nyata dalam setiap proyek
pembangunan, dan melibatkan komunitas lokal
sebagai mitra strategis dalam perencanaan. Selain
itu, penguatan modal sosial masyarakat dan
pemberdayaan komunitas pendidikan informal
harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang
untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
di wilayah urban fringe.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa
produksi ruang di wilayah urban fringe Kota
Makassar berlangsung dalam kerangka relasi
kekuasaan yang dominan antara pemerintah daerah,
pengembang properti, dan masyarakat lokal yang
termarjinalkan. Berdasarkan teori Henri Lefebvre
tentang The Production of Space, ruang bukan
hanya produk fisik melainkan arena pertarungan
ideologi dan kepentingan yang menentukan siapa
yang memiliki akses dan hak di dalamnya. Dalam
konteks urban fringe, pendidikan sebagai hak sosial
dasar sering kali menjadi korban pengabaian dalam
proses produksi ruang, yang lebih mengedepankan
aspek ekonomi dan investasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa
pertama, absennya fasilitas pendidikan di wilayah
urban fringe merupakan manifestasi nyata dari
ketimpangan keadilan spasial (David Harvey), di
mana distribusi fasilitas publik tidak merata dan
cenderung meminggirkan warga pinggiran. Sekolah
yang dijanjikan kepada warga tidak terealisasi,

JPI, Vol. 5, No. 4, Juli 2025 | 14

sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh
dan menghadapi risiko serta hambatan yang
signifikan untuk memperoleh pendidikan. Kedua,
struktur kekuasaan yang terjalin antara pemerintah
daerah dan  pengembang  properti  lebih
mengutamakan target pembangunan ekonomi
dibanding kebutuhan sosial, sehingga keberadaan
fasilitas pendidikan tidak menjadi prioritas utama
dalam perencanaan tata ruang. Ketiga, masyarakat
lokal menggunakan strategi infrapolitik (James C.
Scott) berupa pembentukan ruang pendidikan
informal dan advokasi komunitas sebagai bentuk
perlawanan dan adaptasi terhadap marginalisasi
sistemik yang mereka alami.

Lebih jauh, penelitian menggarisbawahi peran
modal sosial dan kekerasan simbolik Pierre
Bourdieu  dalam bagaimana
ketimpangan akses pendidikan tidak hanya bersifat
fisik, tetapi juga simbolik dan sosial. Modal sosial

memperjelas

yang dimiliki warga sangat menentukan
kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan
dan bertahan dalam kondisi keterbatasan, sementara
kekerasan simbolik melalui pengabaian fasilitas
pendidikan menegaskan posisi subordinat warga
urban fringe dalam struktur sosial. Hal ini turut
memperkuat siklus marginalisasi dan reproduksi
ketidaksetaraan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa perencanaan tata ruang
yang eksklusif dan berorientasi ekonomi tidak
mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat
urban fringe, khususnya dalam hal akses
pendidikan. Pendekatan perencanaan yang inklusif
dan  partisipatif =~ sangat  diperlukan  untuk
memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat
terpenuhi  secara adil dan merata. Integrasi
kebijakan  sosial-ekonomi  dan  peningkatan
partisipasi warga dalam proses perencanaan
menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan
membangun ruang perkotaan yang berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting
dalam memperluas pemahaman tentang hubungan
antara produksi ruang dan pendidikan dalam
konteks urbanisasi perkotaan, serta menegaskan
urgensi memperjuangkan keadilan spasial melalui
intervensi kebijakan yang lebih responsif dan
inklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan
pengembang perlu mengintegrasikan fasilitas
pendidikan secara nyata dalam setiap proyek
pembangunan, dan melibatkan komunitas lokal
sebagai mitra strategis dalam perencanaan. Selain
itu, penguatan modal sosial masyarakat dan
pemberdayaan komunitas pendidikan informal
harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang
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untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan

di wilayah urban fringe.
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